Daftar Informasi Publik Dikecualikan

No

Jenis Informasi

Dasar Hukum

Konsekuensi

Akibat Info Dibuka

Akibat Info Ditutup

Batas Waktu
Pengecualian

2

3

4

5

6

Informasi tentang dugaan
praktek korupsi, Gratifikasi,
Benturan Kepentingan,
Kejadian Tidak Diharapkan
(KTD), Kejadian Nyaris
Cidera (KNC) dan Perilaku
Pegawai RSUD Prof. Dr.
Margono Soekarjo yang tidak
sesuai, meliputi identitas
pelapor, kronologi, dan atau
objek aduan, sebagaimana
dilaporkan melalui WBS
(Whistle Blowing System)

UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP
pasal 17 huruf a angka 2;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;

UU ITE

Masyarakat enggan
berpartisipasi untuk
mengawasi & melaporkan
dugaan praktek KKN di
RSUD Prof. Dr. Margono
Soekarjo

Mendorong partisipasi
masyarakat untuk
mengawasi & melaporkan
dugaan praktek KKN di
RSUD Prof. Dr. Margono
Soekarjo

1 tahun atau jika telah
dibuka dalam proses
pengadilan (sesuai
PERKI no.1 Tahun 2017
pasal 8)

Informasi Pasien COVID-19
(nama,umur, diagnosa, hasil
pemeriksaan klinis pasien) di
RSUD Prof Dr Margono
Soekarjo.

UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP
pasal 17 huruf h angka 2 yang
berbunyi : Setiap badan publik wajib
membuka akses bagi setiap Pemohon
Informasi Publik, kecuali : Informasi
Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat
mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
riwayat, kondisi dan perawatan,
pengobatan kesehatan fisik, dan psikis
seseorang;

UU no.44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit Pasal 38 yang berbunyi : (1)
Setiap Rumah Sakit harus menyimpan
rahasia kedokteran. (2) Rahasia
kedokteran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya dapat dibuka untuk
kepentingan kesehatan pasien, untuk
pemenuhan permintaan aparat penegak
hukum dalam rangka penegakan hukum,
atas persetujuan pasien sendiri, atau
berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

UU no.29 Tahun 2004 tentang praktik
kedokteran Paragraf 4 Rahasia
Kedokteran Pasal 48 (1) Setiap dokter
atau dokter gigi dalam melaksanakan
praktik kedokteran wajib menyimpan
rahasia kedokteran (1) Rahasia
kedokteran dapat dibuka hanya untuk
kepentingan kesehatan pasien,
memenuhi permintaan aparatur penegak
hukum dalam rangka penegakan hukum,
permintaan pasien sendiri, atau
bedasarkan ketentuan perundang-
undangan.

Menimbulkan keresahan
masyarakat dan dampak
negatif lingkungan seperti
misalnya proteksi
lingkungan yang
berlrbihan, kecurigaan
berlebihan kepada dan
antar warga, stigmasi
terhadap orang dalam
pengawasan (ODP)/
Pasien dalam Pengawasan
(PDP ) serta keluarganya;

Masyarakat tidak memilikli
keberanian untuk
memberikan keterangan
yang jujur terhadap kondisi
lingkungan, khusunya
terhadap keberadaan
warga yang diduga
memiliki gejala, riwayat
perjalanan/tracking;

Masyarakat dapat
melakukan deteksi dini,
dan upaya pencegahan
melalui pengaturan
lingkungan dan interaksi
antar warga.

Melindungi kepentingan
masyarakat dan
ODP/PDP sebelum
diketahui pasti hasil
pemeriksaan COVID-19;

Masyarakat terjamin
keamanan /
kerahasiaannya dan dapat
memberikan keterangan
secara jujur tentang
kondisi linkungan;

Masyarakat tidak memiliki
kemampuan melakukan
deteksi dini terhadap
warga yang telah
melakukan perjalanan ke
zona merah/kuning.

5 tahun (sesuai dengan
Peraturan Menteri
Kesehatan Republik
Indonesia Nomor
269/MENKES/PER/II1/20
08 Tentang Rekam
medis, Pasal 8) atau jika
telah dibuka dalam
proses pengadilan
(Sesuai PERKI Nomor 1
Tahun 2017 pasal 8)




